[image: image1.png]



RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2017
BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana kerja (Renja) adalah Suatu Dokumen rencana yang memuat Program kerja dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Renja SKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Tahun 2012-2016. Renstra SKPD merupakan perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD Tahun 2017 - 2021 menjadi dasar penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 dan menjadi materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2021. Renja SKPD Tahun 2017 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2016 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017. Renja SKPD selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi SKPD, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
11. Praturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta  ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) Tahun 2017.
b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
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PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Dinas Pertanian dan Pangan merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan Renja  tahun 2015 didasarkan pada review  hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindagkoptan pada Bidang Pertanian tahun 2015, sementara realisasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan juga mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindagkoptan khususnya di Bidang Pertanian dan/atau realisasi APBD.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta tahun 2012- 2016, Disperindagkoptan memiliki visi :         . Sedangkan misi yang akan dicapai adalah..........
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Disperindagkoptan Kota Yogyakarta pada tahun 2015 melaksanakan 6 urusan, 8 program, dan 29 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
	1.
	Urusan Koperasi dan UKM

	
	1.1
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

	
	
	1.1.1
	Kegiatan Pembinaan Koperasi

	
	
	1.1.2
	Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah
	

	
	
	1.1.3
	Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

	
	
	

	
	1.2
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

	
	
	1.2.1
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal

	
	
	1.2.2
	Kegiatan Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM

	
	
	1.2.3
	Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM

	
	
	1.2.4
	Kegiatan Pengembangan Sumberdaya UMKM

	
	
	1.2.5
	Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru
	

	
	
	
	
	

	2.
	Urusan Ketahanan Pangan

	
	2.1
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	
	
	2.1.1
	Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan
	

	
	
	2.1.2
	Kegiatan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

	
	
	2.1.3
	Kegiatan Pelayanan RPH

	
	
	2.1.4
	Kegiatan Pemeriksaan Lab Kesmavet
	

	
	
	2.1.5
	Kegiatan Pelayanan Poliklinik Hewan
	

	
	
	
	
	

	3.
	Urusan Pertanian

	
	3.1
	Program Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Perkotaan

	
	
	3.1.1
	Kegiatan  Pengembangan Pelayanan Pertanian
	

	
	
	3.1.2
	Kegiatan Pengembangan Pertanian Perkotaan
	

	
	
	3.1.3
	Kegiatan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

	
	
	3.1.4
	Kegiatan Pengendalian Penyakit Zoonosa
	

	
	
	
	
	

	4.
	Urusan Kelautan dan Perikanan

	
	4.1
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan

	
	
	4.1.5
	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan
	

	
	
	4.1.6
	Kegiatan Budidaya dan Pengolahan Perikanan
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Urusan Perdagangan

	
	5.1
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

	
	
	5.1.1
	Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

	
	
	5.1.2
	Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

	
	
	
	
	

	
	5.2
	Program Peningkatan Perdagangan

	
	
	5.2.1
	Kegiatan Fasilitasi Promosi dan Pameran Produk bagi UMKM

	
	
	5.2.2
	Kegiatan Fasilitasi di PMPS

	
	
	5.2.3
	Kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

	
	
	5.2.4
	Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan

	
	
	
	
	

	6.
	Urusan Industri

	
	6.1
	Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

	
	
	6.1.1
	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan

	
	
	6.1.2
	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM (Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IMKM)

	
	
	6.1.3
	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM IMKM (Pelatihan Peningkatan SDM bagi IMKM)

	
	
	6.1.4
	Kegiatan IMKM Logam

	
	
	
	
	


Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2015 maka ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan

2. Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari :

a. Indikator input adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dana, sumberdaya manusia dan sarana yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan.

b. Indikator output adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat dicapai, baik kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik.

c. Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan pada jangka menengah.

   Dinas Pertanian dan Pangan merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan Renja  tahun 2015 didasarkan pada review  hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindagkoptan pada Bidang Pertanian tahun 2015, sementara realisasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan juga mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindagkoptan khususnya di Bidang Pertanian dan/atau realisasi APBD, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.
1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD Disperindagkoptan dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:
1.2.1. Faktor Internal
a. Kekuatan
1) Memiliki SDM berpendidikan S2 Formal  mayoritas S1

2) Sarana dan prasarana alat peralatan relatif cukup memadai

3) Ketrampilan SDM relatif cukup memadai

4) Memiliki Rincian Tugas  yang cukup jelas
b. Kelemahan
1) Bentuk penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) belum diterapkan dengan  tegas dan jelas sehingga tak dapat digunakan sebagai alat memotivasi karyawan.
2) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masih ABS.
3) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

4) Koordinasi antar bidang yang kurang maksimal.

1.2.2. Faktor Eksternal
a. Peluang
1) Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata. 

2) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi.

3) Tersedianya Infrastruktur yang memadai.

4) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

5) Lingkungan Masyarakat kondusif  dan berbudaya.
b. Ancaman
1) Anggaran daerah yang terbatas.
2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah
3) Keterbatasan lahan usaha
4) Ketergantungan pengadaan bahan baku dari luar daerah / luar negeri.
Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis   SWOT adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya jaringan kerja untuk terlaksananya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM).

b. Tersedianya SDM yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
c. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat luar terhadap Kota Yogyakarta.
Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Perindagkoptan yang meliputi iindikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2.
1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu penting di Bidang Perindustrian antara lain terkait upaya pengembangan industry mikro kecil dan menengah, difokuskan pada pembinaan Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan memanfaatkan dana bantuan khusus dari gubernur DIY. Pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui sentra-sentra IMKM, Kompetensi Inti Industri Daerah serta One Village One Product (OVOP). Program pengembangan ekonomi kewilayahan dengan bantuan penguatan modal mulai dikendalikan dengan pembatasan atau pengurangan. Sebagai konsekuensinya, bantuan lebih diarahkan pada pemberian bantuan berupa modernisasi peralatan produksi IMKM dengan tujuan menjaga/meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing. 

Bidang Koperasi memiliki kepentingan untuk penumbuhan gerakan koperasi modern dengan pemanfaatan informasi secara online, serta pengembangan system data. Revitalisasi koperasi dilakukan dengan revitalisasi manajemen dan permodalan serta aktivasi koperasi pasif. Koperasi sebagai pilar ekonomi juga harus diperkuat dan dengan menyertakan LKM sebagai lembaga keuangan bukan bank. Hal ini dilakukan dengan penguatan jaringan dan jangkauan layanan koperasi LKM serta peningkatan kapasitas layanan koperasi.  Untuk mendukung terwujudnya koperasi sehat, perlu dibentuk adanya “Klinik Koperasi Sehat”. Klinik ini akan membantu terutama untuk koperasi yang kurang sehat agar menjadi lancar dan berjalan baik. 

Bidang Pertanian membawahi 3 urusan antara lain ketahanan pangan, pertanian, dan kelautan perikanan. Hal strategis untuk dilaksanakan pada bidang ini antara lain : diversifikasi pangan olahan lokal, ketersediaan daging dan ikan segar, pemasaran hasil olahan pertanian dengan menyertakan peran asosiasi Poklasar dan Asosiasi Olahan Tanaman Pangan. Kenaikan harga sayuran seperti cabai, pada bulan-bulan tertentu dapat diantisipasi dengan peningkatan pemanfaatan lahan kosong yang ada di setiap pekaarngan rumah warga. Pengembangan populasi ternak juga menjadi perhatian utama, selain penguatan kelembagaan dengan membimbing masyarakat menjadi pelaku utama pertanian. Greencity merupakan isu penting yang dilakukan dengan pengembangan komoditas berbasis kawasan yang melibatkan Kota Yogyakarta, Kulonprogo dan Sleman dan menitikberatkan pada budidaya dan pemasaran. 

Pengembangan UMKM menjadi isu penting bidang UMKM yang difokuskan pada kewirausahaan dan penumbuhan wirausaha baru. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan akses permodalan, perluasan akses pemasaran promosi-investasi, pengembangan sumberdaya UMKM serta penciptaan wirausaha muda. Pemunculan wirausaha muda ini dapat diintensifkan melalui program Home Bussiness Camp (HBC). Selanjutnya, pemberian modal dan/atau peralatan produksi akan sangat membantu para wirausaha tersebut. Prinsip yang dikembangkan pada pembinaan UMKM yaitu pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel dan berkeadilan serta peningkatan daya saing UMKM. 

Bidang Perdagangan konsisten dengan program-program yang bersifat pengawasan terhadap barang/jasa beredar dan perlindungan keamanan bahan pangan. Untuk peningkatan perlindungan terhadap masyarakat atas barang beredar, perlu ditingkatkan kegiatan pencegahan, melalui sosialisasi, penyebaran brosur, pemasangan spanduk di tempat perbelanjaan dan adanya penindakan hukum terhadap agen/distributor/penjual barang yang melanggar hak konsumen. Dalam hal ini, peran Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diperlukan dalam menengahi jika konsumen melaporkan pelanggaran tersebut. Pengembangan kemampuan sumberdaya manusia diperlukan dengan melakukan penyuluhan kewirausahaan bagi pedagang kecil, pelatihan manajemen pedagang kecil, pengembangan paguyuban pedagang kecil, serta temu usaha pengecer dengan distributor. Khusus untuk pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), pemanfaatan SIM PKL diarahkan untuk memantau perkembangan PKL sehingga memudahkan pengawasan dan penataan PKL. Fasilitasi promosi sangat penting pula untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM, yang dilakukan melalui pameran baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pelaksanaan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan dengan intensifikasi pengawasan pasar, khususnya pada komoditi pemicu inflasi, serta memperbanyak pengawasan dan pemantauan sistem distribusi. 

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Renja Dinas Perindagkoptan Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2021. Rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2021 menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja Tahun 2017 dan menjadi materi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021. Rancangan Renja Tahun 2017 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2017 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perindagkoptan dapat dilihat pada tabel 2.3. 

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja tahun 2017,  Dinas Pertanian dan Pangan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab 2.3, yang memuat 7 (tujuh) isu penting Dinas Pertanian dan Pangan antara lain mencakup pengendalian inflasi daerah, pemanfaatan SIM PKL, pembinaan Produk Unggulan Daerah (PUD), pemanfaatan lahan kosong, pengawasan barang beredar, penumbuhan wirausaha muda baru melalui program Home Bussiness Camp (HBC), serta pembentukan Klinik Koperasi Sehat (KKS). 
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum Dinas Pertanian dan Pangan, dapat dilihat dalam Tabel 2.4. 

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renstra SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Adapun yang menjadi Urusan Wajib adalah Ketahanan Pangan, sedangkan yang menjadi Urusan Pilihan yaitu Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Tugas Pembantuan.
Renja SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2021 (Program jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dan menjadi  pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah ”Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, masyarakat Pertanian Pekotaan berbasis agribisnis yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta ketersedian pangan yang berkualitas ”

3.2.2. Sasaran


Tujuan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta diterjemahkan dalam sasaran sebagai berikut:

a. Terselenggaranya peningkatan pelayanan urusan kedinasan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

b. Terselenggaranya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

c. Terselenggaranya peningkatan teknologi, mutu dan disain produk IMKM.
d. Terselenggaranya peningkatan managemen dan kelembagaan IMKM.

e. Terselenggaranya peningkatan kualitas sumberdaya pelaku UMKMK melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha.

f. Terselenggaranya fasilitasi bagi perlindungan konsumen.

g. Terselenggaranya peningkatan budidaya pertanian pola perkotaan, usaha pengolahan hasil pertanian, promosi dan informasi agribisnis dan pengembangan UPT Pelayanan Pertanian dan UPT Pelayanan Kehewanan.

h. Terselenggaranya peningkatan ketahanan pangan, pengawasan kualitas bahan makanan asal pertanian yang berasaskan ”ASUH” (Aman, Sehat, Utuh, Halal) serta pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (Zoonosa).
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	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
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	1. Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan
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	2. Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan


BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja SKPD Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra SKPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Rencana Kerja SKPD Tahunan merupakan penjabaran kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif pada Renstra SKPD. 
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PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Pertanian dan Pangan  Kota Yogyakarta Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021, dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan pengelolaannya dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan  Kota Yogyakarta Tahun 2017 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam proses penyusunan ini kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari  sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Renja Dinas Pertanian dan Pangan  Kota Yogyakarta Tahun 2017 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 
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 Kepala  Dinas

Pertanian dan Pangan
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NIP. 19600206 198603 2 003
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